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PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.KAG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

Pemohon, umur 21 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan llir, selanjutnya

disebut Penggugat;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan liir, selanjutnya

disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 27
Maret 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung
dengan Register Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.KAG, tanggal 20 Maret
2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di
Desa Ulak Kerbau Baru, pada tanggal 28-02-2012, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 275/04/l1/2012, Tanggal 01 Maret 2012;
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2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan
Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat

dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah uwak Tergugat di Desa Arisan Gading, selama
kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah saudara Tergugat di
Inderalaya selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang
tua Tergugat di Desa Arisan Gading selama kurang lebih 7 bulan,
kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Kerbau
Baru selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, sekarang Penggugat dan
Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun, selama pernikahan
Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da
dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : Diandra Putri Adiva,
berumur 4 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Saudara kandung

Penggugat;

4. Bahwa, semula keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan :

e Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
e Tergugat malas bekerja;

e Tergugat sering bermain judi;

e Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat
terjadi di rumah orang tua Penggugat di desa Ulak Kerbau Baru pada
bulan Maret 2014, berawal dari Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk
mengambil emas seberat seperempat suku yang sudah diberikan pada ibu
penggugat untuk membayar hutang dengan ibu Penggugat, oleh

Penggugat diambilnyalah emas tersebut dan dijualkan oleh Penggugat,
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uang hasil penjualan emas tersebut diberikan pada Tergugat untuk
membayar hutang Tergugat, kemudian Tergugat berkata pada Penggugat,
apakah Penggugat mau ikut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat
apa tidak, dijawab Penggugat, Penggugat tidak mau ikut, akhirnya
Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tua Tergugat, 5 bulan
kemudian Penggugat mendatangi rumah Kepala Desa Arisan Gading
untuk mencari penyelesaian tentang hubungan perkawinan Penggugat
dan Tergugat, kemudian Tergugat dipanggil oleh Kepala Desa Arisan
gading dan bertemu dengan Penggugat, setelah bertemu, Penggugat
berkata bahwa Penggugat minta cerai dengan Tergugat, oleh Tergugat di
iya kan, dan Tergugat mengucapkan kata talak tiga pada Penggugat,
sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3
tahun, selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin
pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang
tua Penggugat, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang
sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk

dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis
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Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu ba’'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap

Penggugat (Pemohon);
3.  Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan

oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali

sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

dengan aslinya (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku
bernama:
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1. Saksi ke 1, Umur 48 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan llir, saksi
tersebut adalah bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
¢ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami Penggugat;
e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat dengan
berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua

Penggugat di Desa Ulak Kerbau sampai berpisah;

e Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

anak 1 orang;

e Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan

Penggugat;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
berselisihn dan bertengkar karena saksi pernah 3 kali melihat antara
Penggugat dan Tergugat tidak saling bersediaman seperti ada

permasalahan;

e Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur

sapa di rumah orang tua Penggugat;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat malas

bekerja;

e Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 2 tahun;

e Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
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e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak
saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

o Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan,

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

e Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, Umur 57 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan llir, saksi
tersebut adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
¢ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami Penggugat;
e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat dengan
berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua

Penggugat di Desa Ulak Kerbau sampai berpisah;

¢ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

anak 1 orang;

e Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan
Penggugat;

¢ Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan
Tergugat saling bersediaman dan saksi ikut menyaksikan Tergugat
menjatuhkan talak kepada Penggugat di Kantor Kepala Desa Arisan

Gading, Kecamatan Indralaya Setatan, Kabupaten Ogan llir;
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e Bahwa pernah 1 kali melihat antara Pengggat dan Tergugat tidak saling

tegur,

e Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa di rumah orang

tua Tergugat;

¢ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 2 tahun;
e Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

e Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak
saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

e Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan,

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

e Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  Penggugat telah  mencukupkan pembuktiannya  dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta

mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal
sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang
sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat

tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang
perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolute competentie Pengadilan Agama

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Penggugat,
Penggugat berdomisili di Dusun Il RT.04 Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan
Tanjung Raja Kabupaten Ogan lir yang merupakan vyurisdiksi Pengadilan
Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka secara relative competentie perkara ini merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama
dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki
Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili
oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas
keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan
pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan
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tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014
Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk

perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga
Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan
Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan

Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya
jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian

maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan
setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai
alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat
dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah
bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk
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bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada

bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan
175 R.Bg., dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut
dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri
itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308
ayat (1) R.Bg. jo Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim

di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak
harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua
saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah
rumah selama lebih kurang 2 tahun tanpa saling mempedulikan sampai dengan

sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan
alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah

dikarunial 1 orang anak;
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2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan

kembali;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2

tahun tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;

4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas
majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil
gugatannya, atau setidak-tidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh

Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga yang bahagia kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri
telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu
lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana
menunjukan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa
kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh
lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu
merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga

sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;
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Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada
sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka
gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata

gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan’;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Quran Juz |

halaman 405 disebutkan:
Ad G Y Al ogd coas ald faliaal) At (it aSla ) B0 (it

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom
disebutkan:

A »l ; . u-:‘ ..o: @ ‘I ' :. ‘9}-“ 2 a -9}_:‘ d\.‘ .;C.. 3 I;J_C .I.\_A:u‘ ‘31

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah
sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan
talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah
dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak
berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara

tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami
bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi
dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang
diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka

pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa

Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah
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tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah
terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan pekara ini patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap
Penggugat (Pemohon);
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4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama  Kayuagung  untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Inderalaya, Kabupaten Ogan llir, Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan
Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan lir dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan,

Kabupaten Ogan llir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Maman Abdur
Rahman, S.HI, M.Hum., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.HI. dan H. lvan Yuzni
Amarullah Murtadlo, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. Saba’an
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ali Akbarul Falah, S.HI. Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.
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Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 275.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-

Terbilang : tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah
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